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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan.

Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.
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Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan
strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun
RDTR-nya, sesuai arahan atau yang  ditetapkan di = dalam
RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan
yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan
pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan
Sub-Zona.

Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.

Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani SWP.

Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi lingkungan permukiman kecamatan.

Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi lingkungan permukiman kelurahan.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah
kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan
bumi, kesarangan batuan pembendungnya, bendungan, curah hujan, suhu dan
sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau,
waduk, dan embung.

Zona Hutan Lindung dengan kode HL, selanjutnya disebut zona hutan lindung
(HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung
yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona
perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan
yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai,
situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi
perlindungan setempat.

Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang
terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan
jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,

dan jalan kabel.
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Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P)
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang
berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu,
pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi
atau tujuan komersial.

Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK)
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang
meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah adalah zona
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang.

Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W)
adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan,
maupun budaya.

Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan
(R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan
maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial
budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius
pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona
perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat
berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona
perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL}
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada
pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang
memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air
minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan
pergudangan.

Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona
transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan
transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
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Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-
zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-
zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah dengan kode (R-5), selanjutnya
disebut sub-zona rumah kepadatan sangat rendah (R-5) adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan
yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya
disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2,
selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2} adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3,
selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya
disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan kota.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya
disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2} adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya
disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan
ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan SWP.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut sub-zona
pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang
memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan
yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut
sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini
dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan
ruang.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah
ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam
rangka menjamin keselamatan penerbangan.
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sebagian Kampung Blang Tampu dengan luas 150,78 (seratus lima puluh
koma enam satu) hektar;

seluruh Kampung Bujang dengan Iuas 60,20 (enam puluh koma dua nol}
hektar;

sebagian Kampung Bukit Bersatu dengan luas 40,24 (empat puluh koma
dua empat) hektar;

seluruh Kampung Delung Asli dengan luas 133,79 (seratus tiga puluh tiga
koma tujuh sembilan) hektar;

seluruh Kampung Delung Tue dengan luas 144,82 (seratus empat puluh
empat koma delapan dua) hektar;

seluruh Kampung Godang dengan luas 42,34 (empat puluh dua koma tiga
empat)

sebagian Kampung Gunung Teritit dengan luas 160,97 (seratus enam
puluh koma sembilan tujuh) hektar;

seluruh Kampung Hakim Tungul Naru dengan luas 84,50 (delapan puluh
empat koma lima puluh) hektar;

seluruh Kampung Isak Busur dengan luas 63,12 (enam puluh tiga koma
satu dua) hektar;

sebagian Kampung Karang Rejo dengan luas 89,20 (delapan puluh
sembilan koma dua nol) hektar;

sebagian Kampung Kenawat Redelong dengan luas 129,48 (seratus dua
puluh sembilan koma empat delapan) hektar;

seluruh Kampung Kute Kering dengan luas 120,11 (seratus dua puluh
koma satu satu) hektar;

seluruh Kampung Kute Lintang dengan luas 60,84 (enam puluh koma
delapan empat) hektar;

sebagian Kampung Kute Tanyung dengan luas 128,89 (seratus dua puluh
delapan koma delapan sembilan) hektar;

seluruh Kampung Meluem dengan luas 80,59 (delapan puluh koma lima
sembilan) hektar;

sebagian Kampung Mutiara Baru dengan luas 13,94 (tiga belas koma
sembilan empat) hektar;

sebagian Kampung Panji Mulia I dengan luas 123,24 (seratus dua puluh
tiga koma dua empat) hektar;

sebagian Kampung Panji Mulia Il dengan luas 27,09 (dua puluh tujuh koma
nol sembilan) hektar;

seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga dengan luas 11,54 (sebelas koma
lima empat) hektar;

seluruh Kampung Paya Gajah dengan luas 17,04 (tujuh belas koma nol
empat) hektar;

sebagian Kampung Pilar Jaya dengan luas 41,48 (empat puluh satu koma
empat delapan} hektar;

sebagian Kampung Reje Guru dengan luas 150,13 (seratus lima puluh
koma satu tiga) hektar;

sebagian Kampung Rembele dengan luas 315,92 (tiga ratus lima belas koma

sembilan dua} hektar;
31. seluruh.. / ......


















(11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I1.2b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 7

(1} Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi:
a. Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

b. Jaringan distribusi tenaga listrik;

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS), yang terdiri atas:

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
2. SWP B Blok B.3;

3. SWP D Blok D.1; dan

4. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melalui:
1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
3. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3; dan
4. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR], melalui:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1, Blok, Blok E.2 dan Blok E.3;

6. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

(4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I1.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

akrwbd

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 8
(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
terdiri atas :
a. Jaringan tetap; dan
b. Jaringan bergerak seluler;
(2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Jaringan
serat optik, melalui:
1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
3. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
4, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan
5

. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
(3) Jaringan... / .....



(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
menara Base Transceiver Station (BTS), yang terdapat di:

a. SWP A Blok A.2;
b. SWP C Blok C.3;
c. SWP D Blok D.2; dan
d. SWP F Blok F. 1.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I1.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 9

(1} Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
e, terdiri atas Sistem jaringan irigasi;

(2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
Jaringan irigasi sekunder, melalui:

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
3. SWP C Blok C.1; dan

4. SWP F Blok F.1 dan Blok F.2.

(3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 10

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f,
terdiri atas Jaringan perpipaan;

(2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unit
distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1 dan D.2;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Bagian.. / .....
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
SWP D Blok D.2, Blok D.3;
SWP E Blok E.2; dan

e. SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.

Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
melalui:
SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
SWP C Blok Blok C.1;
SWP D Blok Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, melalui:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
e

f.
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. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I1.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 14
Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
huruf j, terdiri atas:
a. Jalur evakuasi bencana;.
b. Tempat evakuasi; dan
c. Jaringan pejalan kaki;
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:
a. Jalur evakuasi bencana abu gunung api, melalui:
1. Ruas Jalan Bandara Rembele — Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong
melalui SWP A Blok A.4, Blok A.2 dan Blok A.1; dan
2. Ruas Jalan Sp.3 Redelong — Pondok Baru - Samar Kilang - Ruas Jalan
Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP C Blok C.3, Blok C.2, Blok C.1,
dan Blok A.1;
3. Ruas Jalan Panteraya — Baleatu — Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong
melalui SWP D Blok D.3, Blok D.2, Blok D.1, dan Blok A.1; dan
4. Ruas Jalan Totor Besi — Bandara 1 - Ruas Jalan Lingkar Luar Kota
Redelong melalui SWP E Blok E.2, Blok E.1, Blok D.1, Blok A.4, Blok A.2,
dan Blok A.1.
b. Jalur evakuasi bencana lahar gunung api, melalui:
1. Ruas Jalan Mumu - Lewa Jadi - Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong
melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.1, dan Blok A.1; dan /












a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; dan
b. SWP D Blok D.2.
(4) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektar, yang terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
SWP E Blok E.1; dan
SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.
(5) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
seluas 8,96 (delapan koma sembilan enam) hektar, yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
SWP C Blok C.1;
SWP D Blok D.1, dan Blok D.2;
SWP E Blok E.2; dan
SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
(6) Sub -zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
seluas 155,08 (seratus lima puluh lima koma nol delapan) hektar, yang terdapat
di:

™o Qo0 o

™ e a0

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1, dan Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2 dan Blok F.3.
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Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Pasal 20
Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
Zona badan jalan (BJ);
Zona pertanian (P);
Zona perikanan (IK);
Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
Zona pariwisata (W);
Zona perumahan (R);
Zona sarana pelayanan umum (SPU);
Zona perdagangan dan jasa (K);
Zona perkantoran (KT);
Peruntukan lainnya (PLj};
Zona transportasi (TR}); dan
Zona pertahanan dan keamanan (HK).
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(1)
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(3)

(4)
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(2)

b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; dan

c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4

Sub-zona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, seluas 11,26 (sebelas koma dua enam) hektar, yang
terdapat di:

a. SWP B Blok B.4;

b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;

c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan

d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 27

Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf g, terdiri atas:

a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);

b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan

c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3};

Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
seluas 6,06 (enam koma nol enam) hektar, terdapat di SWP A Blok A.3 dan Blok
A.4;

Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, seluas 22,73 (dua dua koma tujuh tiga) hektar, terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.4;
SWP B Blok B.3;
SWP C Blok C.3;
SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
. SWP F Blok F.3.

Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, seluas 14,64 (empat belas koma enam empat) hektar, terdapat di:
SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3

SWP E Blok E.1 dan Blok E.2; dan

SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3.
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Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 28
Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h,
terdiri atas:
a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas 25,22 (dua puluh lima koma dua dua) hektar, terdapat
di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
b. SWP B/ ......












(2)

3)

(4)

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; dan
c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diterapkan pada:
a. zona badan air (BA);
b. zona perlindungan setempat (PS);
¢. zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
1. subzona rimba kota (RTH-1);
2. subzona taman kota (RTH-2);
3. subzona taman kelurahan (RTH-4);
4. subzona pemakaman (RTH-7); dan
5. subzona jalur hijau (RTH-8)
d. zona badan jalan (BJ);
e. zona pertanian (P), meliputi:
1. subzona tanaman pangan (P-1};
2. subzona hortikultura (P-2);
3. subzona perkebunan (P-3); dan
zona perikanan (IK), meliputi subzona perikanan budidaya (IK-2);
zona kawasan peruntukan industri (KPI});
zona pariwisata (W);
zona perumahan (R), meliputi:
1. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
2. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3);
3. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4); dan
4. subzona perumahan kepadatan sangat rendah (R-5)
j.  zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi:
1. subzona SPU skala kota (SPU-1);
2. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2j;
3. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3}); dan
k. zona perdagangan dan jasa (K}, meliputi:
1. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
2. subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
1. zona perkantoran (KT);
m. zona pergudangan (PL-6)
zona transportasi (TR); dan
0. zona pertahanan dan keamanan (HK).
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Paragraf 3
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Rimba Kota
Pasal 40
(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona rimba kota (RTH-1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 1, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:

1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan
2. Taman lingkungan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B}, dan tidak diizinkan (X)
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona rimba kota (RTH-1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 1, meliputi:

a. KDB maksimal 10%;

b. KLB maksimal 0%; dan

c. KDH minimal 90%

Paragraf 4
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Taman Kota
Pasal 41
(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona taman kota (RTH-

2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 2, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:

1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan

2. Taman lingkungan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X)
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona taman kota (RTH-2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c angka 2, meliputi:

a. KDB maksimal 10%;

b. KLB maksimal 0%; dan

c. KDH minimal 90%

Paragraf 5
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Taman Kelurahan
Pasal 42

(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona taman kelurahan

(RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat {4) huruf c angka 3, terdiri

atas:



a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
1. Aktivitas taman bertema hiburan; dan
2. Taman lingkungan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X)
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona taman kelurahan (RTH-4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 3, meliputi:
a. KDB maksimal 10%;

b. KLB maksimal 0%; dan
c. KDH minimal 90%

Paragraf 6
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Pemakaman
Pasal 43
(1} ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona pemakaman (RTH-
7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 4, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I} terdiri atas:
1. Pemakaman
b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T}, bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X}
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2} Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona pemakaman (RTH-7)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 4, meliputi:
a. KDB maksimal 20%;
b. KLB maksimal 0,2%; dan
c¢. KDH minimal 80%

Paragraf 7
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Jalur Hijau
Pasal 44
(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona jalur hijau (RTH-8},
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf ¢ angka 5, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I} terdiri atas:
1. Wisata tirta.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X)
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona jalur hijau (RTH-8)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4} huruf c angka 5, meliputi:

a. KDB maksimal 0%;

b. KLB maksimal 0%; dan

¢. KDH minimal 100%.
Paragraf 8.../.......



Paragraf 8
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Badan Jalan
Pasal 45
(3} ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona badan jalan (BJ),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas
(T) terdiri atas:

1. Konstruksi jalan dan rel.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), dan tidak diizinkan (X)
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona badan jalan (BJ) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, meliputi:

d. KDB maksimal 0%;

e. KLB maksimal 0%; dan

f. KDH minimal 0%

Paragraf 9
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Tanaman Pangan
Pasal 46

(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona tanaman pangan (P-

1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 1, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:

1. Pertanian padji;

2. Sawabh;
3. Kebun/perkebunan; dan
4. Tegalan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B} terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona tanaman pangan (P-1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 1, meliputi:

a. KDB maksimal 10%;

b. KLB maksimal 0%; dan

c. KDH minimal 90%.

Paragraf 10..... / ......



Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Hortikultura
Pasal 47
(1} ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona hortikultura (P-2),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 2, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (X) terdiri atas:
1. Jasa penunjang pertanian.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T}, dan bersyarat tertentu (B} terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona hortikultura (P-2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 2, meliputi:

a. KDB maksimal 10%;

b. KLB maksimal 0%; dan

c. KDH minimal 90%

Paragraf 11
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perkebunan
Pasal 48
(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perkebunan (P-3),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 3, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:

1. Pertanian tanaman untuk bahan minuman;
2. Jasa penunjang pertanian;

3. Kebun/perkebunan; dan

4. Tegalan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perkebunan (P-3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e angka 3, meliputi:

a. KDB maksimal 20%;

b. KLB maksimal 0,2%; dan

¢. KDH minimal 80%

Paragraf 12
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perikanan Budidaya
Pasal 49
(1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perikanan budidaya
(IK-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf {, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I} terdiri atas:
L. budidaya.../.. .....






4.
S.
6.

Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl;
Masjid; dan
Musholla.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata (W), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf h, meliputi:

a. KDB maksimal 40%;

b. KLB maksimal 0,8%; dan

c. KDH minimal 60%

Paragraf 15
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
Pasal 52

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan
kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i
angka 1, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:

1.
2.
3.

S0 R NGk

20.
21.
22.
23.
24.
25.

0.
. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pertanian padi;

Perkebunan tembakau;

Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik
dan obat;

Peternakan;

Jasa penunjang pertanian;

Jasa penunjang peternakan;

Budidaya ikan air tawar;

Industri pengolahan dan pengawetan daging;

Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;

Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;

Industri makanan lainnya;

Industri minuman ringan;

Industri air kemasan dan air minum isi ulang;

Industri minuman lainnya;

Industri tekstil lainnya;

Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang
anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
Industri pencetakan dan kegiatan YBDI;

Industri obat tradisional;

Treatment air limbah ;

Pengumpulan limbah dan sampabh;

Treatment dan pembuangan sampah;

Konstruksi gedung;
26. kontruksi...f£......



(2)

(3)

(1)

26. Konstruksi jalan dan jalan rel;

27. Penyelesaian konstruksi bangunan;

28. Konstruksi khusus lainnya;

29. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya;

30. Perdagangan besar khusus lainnya;

31. Perdagangan besar berbagai macam barang;

32. Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar;

33. Angkutan udara untuk penumpang;

34. Pergudangan dan penyimpanan;

35. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin,
peralatan dan barang berwujud lainnya;

36. Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;

37. Daya tarik wisata alam;

38. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;

39. Wisata tirta;

40. Sawah;

41. Kebun/perkebunan; dan

42. Tegalan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B} terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan tinggi

(R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) hurufi angka 1, meliputi:

a. KDB maksimal 80%;

b. KLB maksimal 3,2%;

¢. KDH minimal 20%; dan

d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.

Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, khusus

untuk perumahan subsidi, sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.

Paragraf 16
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
Pasal 53
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perumahan
kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i
angka 2, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
1. Pertanian padi;

Perkebunan tembakau;
Peternakan;
Budidaya ikan air tawar,
Industri pengolahan dan pengawetan daging;
Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air;
Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati;

Industri makanan lainnya;
10. industri.../£......
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Industri minuman ringan;

Industri air kemasan dan air minum isi ulang;

Industri minuman lainnya;

Industri tekstil lainnya;

Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir;
Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang
anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
Industri pencetakan dan kegiatan YBDI;

Industri obat tradisional;

Treatment air limbah;

Pengumpulan limbah dan sampah;

Treatment dan pembuangan sampabh,;

Konstruksi gedung;

Konstruksi jalan dan jalan rel;

Konstruksi bangunan sipil lainnya;

Penyelesaian konstruksi bangunan;

Konstruksi khusus lainnya;

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
Perdagangan besar khusus lainnya;

Perdagangan besar berbagai macam barang;

Angkutan udara untuk penumpang;

Pergudangan dan penyimpanan,;

Bank umum;

Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan
dana pensiun;

Asuransi dan penjaminan;

Reasuransi dan penjaminan uang;

Dana pensiun;

Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan
dana pensiun;

Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;
Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;

Daya tarik wisata alam;

Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;

Wisata tirta;

Gereja;

Pura;

Vihara;

Sawah;

Kebun/perkebunan,;

Tegalan;

Taman lingkungan; dan

Pemakaman.

b. kegiatan... / .....









13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Angkutan udara untuk penumpang;

Penyediaan akomodasi jangka pendek;

Bank umum;

Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan
dana pensiun;

Asuransi dan penjaminan;

Reasuransi dan penjaminan uang;

Dana pensiun;

Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan
dana pensiun;

Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;

Aktivitas hukum;

Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
Aktivitas kesehatan hewan;

Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus,
truk dan sejenisnya;

Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;

Pelatihan kerja;

Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;

Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;

Aktivitas rumah sakit;

Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;

Daya tarik wisata alam;

Daya tarik wisata buatan/binaan manusia;

Wisata tirta;

Gereja;

Pura;

Vihara;

Sawah;

Kebun/perkebunan;

Tegalan;

Taman lingkungan; dan

Pemakaman.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T}, dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2} Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perumahan kepadatan
sangat rendah (R-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf i
angka 4, meliputi:

a. KDB maksimal 30%;

b. KLB maksimal 0,8%;

c. KDH minimal 70%; dan

d. Luas kavling minimal 60 meter persegi.

Paragraf.../.....



Paragraf 19
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
Pasal 56

{1} Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala kota
(SPU-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 1, terdiri

atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I} terdiri atas:

1.

00 NO ;W

Pendidikan anak usia dini dan dasar;

Pendidikan menengah;

Kegiatan penunjang pendidikan;

Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

Aktivitas organisasi lainnya;

Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;

Aktivitas kebugaran;

Balai pelatihan;

10. Gereja;
11. Pura;
12. Vihara;

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T}, dan bersyarat tertentu (B} terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2} Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kota (SPU-1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 1, meliputi:

a. KDB maksimal 60%;

b. KLB maksimal 1,2%; dan

c. KDH minimal 40%

Paragraf 20
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
Pasal 57

(1) Ketentuan Kkegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala
kecamatan (SPU-2}, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4} huruf j
angka 2, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
1.
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Pendidikan anak usia dini dan dasar;

Pendidikan menengah;

Kegiatan penunjang pendidikan;

Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

Aktivitas organisasi lainnya;

Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;

Aktivitas kebugaran; dan

Balai pelatihan.



b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-

2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 2, meliputi:

a. KDB maksimal 80%;

b. KLB maksimal 4,8%; dan

c¢. KDH minimal 20%.

Paragraf 21
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
Pasal 58
(1} Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona SPU skala

kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j

angka 3, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini dan dasar;
Pendidikan menengah;
Kegiatan penunjang pendidikan;
Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;
Aktivitas organisasi lainnya;
Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
Aktivitas kebugaran; dan
9. Balai pelatihan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2} Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-

3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf j angka 3, meliputi:

a. KDB maksimal 70%;

b. KLB maksimal 3,6%; dan

c. KDH minimal 30%
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Paragraf 22
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Pasal 59

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan

jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k

angka 1, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdin atas:

1. Perdagangan mobil;

2. Reparasi dan perawatan mobil;
3. perdagangan...//.......
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil;

Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan
suku cadang dan aksesorisnya,

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;

Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;

Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;

Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;

. Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;

Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di

toko;

Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di

toko;

Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko

khusus;

Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;

Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;

Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;

Penyiaran radio;

Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;

Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel,

Aktivitas telekomunikasi lainnya;

Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;

Aktivitas jasa informasi lainnya;

Bank umum;

Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan

dana pensiun,;

Asuransi dan penjaminan;

Reasuransi dan penjaminan uang;

Dana pensiun,;

Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan

dana pensiun;

Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;

Aktivitas hukum;

Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;

Aktivitas kesehatan hewan;

Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;

Pelatihan kerja;

Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;

Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;

Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang

kantor lainnya;

Aktivitas pengepakan;

Kegiatan Penunjang Pendidikan;

Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

Aktivitas organisasi lainnya;

Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
44. Aktivitas... /....



44.
43.
46.
47.
48.

Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;
Aktivitas kebugaran;

Masjid;

Musholla; dan

Pemadam kebakaran.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I}, bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perdagangan dan jasa skala
kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 1,
meliputi:

a. KDB maksimal 80%;

b. KLB maksimal 4,8%; dan

c. KDH minimal 20%

Paragraf 23
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah Perencanaan

Pasal 60

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan
jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k
angka 2, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan () terdiri atas:

1.
2.
3.

17.
18.
19.

Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;

Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di
toko;

Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di
toko;

Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko
khusus;

Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko;

Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik;

Penyiaran radio; '

. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;

. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel;

. Aktivitas telekomunikasi lainnya;

. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI;

. Aktivitas jasa informasi lainnya;

. Bank umum;

. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan

dana pensiun;
Asuransi dan penjaminan;
Reasuransi dan penjaminan uang;

Dana pensiun;
20. aktivitas...../. .



20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan
dana pensiun;

Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun;

Aktivitas hukum;

Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak;
Aktivitas kesehatan hewan;

Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu;

Pelatihan kerja;

Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur;

Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI;

Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang
kantor lainnya;

Aktivitas pengepakan,;

Kegiatan Penunjang Pendidikan;

Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi;

Aktivitas organisasi lainnya;

Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga;
Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan;

Aktivitas kebugaran,;

Masjid;

Musholla; dan

Pemadam kebakaran.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub-zona perdagangan dan jasa skala

WP (K-

2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k angka 2,

meliputi:

a. KDB maksimal 80%;

b. KLB maksimal 4,8%; dan
c. KDH minimal 20%

Paragraf 24
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-Wilayah Perencanaan

Pasal 61

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk sub-zona perdagangan dan
jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf k
angka 3, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan () terdiri atas:

S

Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko;

Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko;

Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;

Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko;

Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko;

Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus;
7. Perdagangan.. / .....












(6)

(1)

(2)

(1)
(2

(3)

kawasan rawan kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara
terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mewaspadai arus pendek
tegangan listrik.

Paragraf 4
Tempat Evakuasi Bencana
Pasal 72
Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d,
memanfaatkan sarana pelayanan umum dan ruang terbuka hijau yang terdapat
di:
SWP A Blok A.1 berupa gedung olahraga (GOR) dan taman;
SWP A Blok A.2 berupa taman;
SWP A Blok A.4 berupa taman;
SWP B Blok B.1 berupa lapangan olahraga; dan
SWP D Blok D.2 berupa taman arboretum dan lapangan olahraga.
Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tempat evakuasi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)
wajib mengikuti memenuhi syarat yang terdiri atas:
a. dekat dengan jalur evakuasi;
b. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m? per orang;
c. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat
Evakuasi Bencana;
d. wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api.

°opo g

Paragraf 5
Kawasan Sempadan
Pasal 73
Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas
kawasan sempadan sungai;
Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seluas yang terdapat di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
WP C Blok C.1;
WP D Blok D.2 dan Blok D.3;
WP E Blok E.2; dan
SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3 dan Blok F.4.
Ketentuan Kkegiatan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I} berupa kegiatan: RTH Publik dan
kegiatan pertanian;
b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan: untuk kegiatan
bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum,
jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, bangunan

ketenagalistrikan;
c. pemanfaatan. / cer

mopo o












Paragraf 27
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Transportasi
Pasal 64
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona transportasi (TR),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf n, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
1. Angkutan bus;
2. Angkutan udara untuk penumpang; dan
3. Aktivitas penunjang angkutan.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B}
terdapat dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona transportasi (TR), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf n, meliputi:
a. KDB maksimal 80%;
b. KLB maksimal 4,8%; dan
c. KDH minimal 20%

Paragraf 28
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 65

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan untuk zona pertahanan dan

keamanan (HK}, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf o, terdiri

atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdirt atas:

1. Rumah dinas;

2. Asrama;

3. Masjid;

4. Musholla; dan

S. Pemadam kebakaran.

b. kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), dan bersyarat tertentu (B) terdapat
dalam Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf o, meliputi:

a. KDB maksimal 60%;

b. KLB maksimal 1,2%; dan

c. KDH minimal 40%.

Bagian ketiga.. / .......










































